Uni versitas Indonesia Library >> U - Tesis Menbership

Peranan pejabat pembuat akta tanah dalam rangka otonomi daerah
ditinjau dari sudut perolehan pendapatan asli daerah : studi kasus
pemerintahan daerah khusus ibukota Jakarta wilayah kota Jakarta

Selatan
Dwi Budi Santoso, author
Deskripsi Lengkap: https://lib.ui.ac.id/detail 2d=105098& |okasi=lokal

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dan empiris, dilakukan terhadap peraturan
perundang-undangan yang berlaku pada saat ini. Kemudian secara deduktif diinterprestasikan untuk
menjawab masalah-masalah yang ada. Pejabat Pembuat Akta Tanah selaku pejabat yang berwenang dalam
bidang tertentu yang menyangkut pertanahan, mempunyai kedudukan yang sangat strategis selaku
penunjang dalam Pendapatan Asli Daerah, dalam hal ini sesual penelitian di wilayah kota Jakarta Selatan,
melalui Surat setoran asli pgjak yang diperlihatkan kepadanya sebagai bukti telah dibayarkannya pajak atas
tanah yang merupakan milik orang yang akan mengalihkan tanahnya kepada orang lain sebelum akta
pemindahan hak atas tanah itu dibuat.Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang
Pemerintahan Daerah, memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengurus daerahnya atas prakarsa
sendiri, tidak terkecuali bidang pertanahan. Bidang pertanahan inilah yang merupakan tugas dan
kewenangan PPAT selaku pejabat yang ditunjuk oleh Undang-undang untuk membuat akta-akta berkenaan
dengan perbuatan hukum tertentu mengenai tanah. Pelaksanaan Otonomi Daerah di bidang pertanahan
memberikan kontribusi pada penerimaan daerah dalam bentuk pajak,dimana PPAT selaku penunjang
panerimaan pajak di daerah yang berkaitan dengan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan K euangan antara Pusat dan
Daerah, dimana disebutkan bahwa perolehan dari BPHTB, untuk pusat sebesar 20% sedangkan untuk daerah
sebesar 80%. Penerimaan daerah yang sangat besar ini dapat meningkatkan Pendapatan. Asli Daerah yang
nantinya dapat digunakan untuk pengembangan daerah secara luas. PPAT selaku Salah satu ujung tombak
penerimaan negara dari sektor pajak telah banyak memberikan kontribusi bagi Pemerintah Daerah, maka
sudah selayaknya PPAT mendapatkan insentif fiskal dan medali atas hasil kerja kerasnya membantu
pemerintah dalam penerimaan pagak, dan Selayaknya pula PPAT sekiranya mendapat insentif non fiskal
berupa kavling/tanah bagi PPAT yang telah banyak memberikan kontribusi kepada daerah dan meminta
kelonggaran pajak, karena PPAT telah banyak membantu instansi pgjak dalam penerimaan pendapatan bagi
kantor pgjak setempat.
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